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FORM. F. 1
Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal : Permohonan Persetujuan Judul
Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa  : Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait
NPM 1245114199
Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum
Kredit Kumulatif
No. Judul yang diajukan Persetujuan
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam
1 | Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Jenis Sabu (Studi Ve
Polres Langkat)
Pembuktian Unsur Menguasai dan Memiliki Narkotika oleh »(
2 | Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak
(Studi Polres Langkat)
Konstruksi Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak fee by 94-Be-20L6
3 | sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polres . .
Langkat) ';:I& P W W N

| |
Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/ Ibu

‘“““”'“‘“‘e"'"ﬁt Dr. fhohammed . Biadwan, SstMH -
'(]u% 9. b l,Lulna \famum, JH, (WH . Holmgtpe "h‘i

fp P 9, b SR, ‘

“i ( Ardiansyah 'til\iahputra Sirait )

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas

- Duplikat untuk Ketua Prodi

- Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.
Catatan :

Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang ditolak.
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FORM. F. 2

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI
Nomor :4¢« /UMNAW/Ftt /A.39/2026

Kepada
Saudara : Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait
Tempat, Tgl.Lahir  : BP. Mandoge, 10 Juli 1983
NPM 1245114199
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

setelah mempertimbangkan usulan judul/topik skripsi yang telah saudara ajukan tanggal 26 februari
2026 maka pihak fakultas berketetapan untuk memutuskan judul penelitian saudara :

Konstruksi Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
Narkotika (Studi Polres Langkat)

Selanjutnya, diminta agar saudara menyusun proposal skripsi. Disampaikan bahwa, judul/topik tersebut
dapat disempurnakan dengan persetujuan kedua pembimbing, selama secara substansial tidak dirubah .

Medan, Maret 2026
Ketua Jurusan/ Ketua Prodi

Dr. Halimatul Maryani.S.H..M.H Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H..M.H
NIDN. 0120087804 NIDN. 0112097101
Tembusan :

- Asli untuk mahasiswa
- Copy pertinggal untuk fakultas
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FORM.F. 3

Nomor : 944/UMNAW/FH/A.55/20 26
Lam : Satu set proposal
Hal : Penghunjukan Pembimbing

Kepada Yth.
Saudara

di.-
Medan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan Skripsi
Saudara :

Nama : Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait
NPM 1245114199
Jurusan/Prog.Studi  : Ilmu Hukum

Dengan Judul :

Konstruksi Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak
Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Dr. Halimatul Maryani, $.H..M.H
NIDN. 0120087804

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait

2. NPM 1245114199

3. Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum

4. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak

sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)
5. Pembimbing [*/II*  : Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis SH, M.H

Jabatan Akademik
Tanggal Materi Paraf Keterangan
26-02-2026 | Acc Judul 4

06-03-2026 | Perbaikan redaksi agar lebih ringkas dan fokus .‘
pada permasalahan utama penelitian.

12-03-2026 | Penegasan urgensi penelitian agar selaras dengan ll
rumusan masalah.

31-03-2026 | Penyesuaian penjelasan dan pendekatan penelitian

agar lebih jelas dan sistematis. A\
06-04-2026 Revisi judul, dan pembahasan dasar hukum
penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana f
narkotika .
20-04-2026 | Tambahkan Analisis hasil penelitian mengenai _’ |
proses penyidikan anak pelaku narkotika di polres

langkat
05-05-2026 | Revisi Bab IV 1
25-05-2026 | Revisi Kesimpulan dan saran “\
12-06-2026 | Acc Skripsi ’(
Medan, .........cccevevnenannnnn. 20
Dekan

Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H

Catatan :

1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.

2.Penyerahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani
Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.
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BIODATA WISUDA
NAMA : Ardiansyah Hilahitu Syahputra
Sirait
‘ TEMPAT LAHIR : Bp. Mandoge
B 4 TANGGAL LAHIR  : 10 Juli 1983
y Y! NPM 1245114199
NIK : 1205071007830012
FakULTAS + HUKuM NPWP 35.892.139.3-119.000
JURUSAN : ILMU HUKUM TGL. SIDANG
JENIS KELAMIN + Laki-laki

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
ALAMAT LENGKAP : JI, Bumi Asri Permai Lingk. lii

Kel. Sidomulyo Kec. Stabat
NO. HP/WA MAHASISWA : 08116181983
NO. HP/WA ORANG TUA : 0821-6661-4400
NAMA ORANG TUA/
Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait BAPAK DAN IBU : Alm. Bapak Sangkot Sirait &

Ibu Sinam Br Manurung

Medan, Juni 2026

JUDUL SKRIPSI :
Pertanggungjawabar Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak
Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)
Pembimbing Skripsi :

1. Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis SH, M.H

A.n Panitia
Kabgg Ujian

Nelly Tridawati'Pohan, S.kom
Catatan:

1. Dibuat rangkap 2 masing — masing untuk
a. Biro Adm. Akademik
b. Biro Adm. ¥ emahasiswaan
2. Disampaikan langsung ke Biro
bersama dengan menyerahkan undangan ujian

Rangkap 2
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FORM. FU. 1

Kepada Yth.
Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjana
c/q Dekan Fakultas
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait

Tempat, tanggal Lahir  : BP. Mandoge, 10 Juli 1983

NPM 1245114199

Jurusan/Prog.Studi : Iimu Hukum

Agama : Islam

Alamat : J1, Bumi Asri Permai Lingk. Iii Kel. Sidomulyo Kec. Stabat

Mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian mengakhiri jenjang pendidikan S-1.

Berkas sidang mahasiswa untuk mengikuti ujian :

Surat Keterangan Keuangan (Form.FU.2)

Surat Keterangan Perpustakaan (Form.FU.3)

Persetujuan Mengikuti Ujian (Form. FU. 4)

Undangan (Form.FU 5)

Ekspedisi Undangan Ujian Sarjana (Form.FU.6)

Lembar Penilaian (Form.FU.7)

Daftar Kumpulan Nilai (Form.FU. 8)

Berita Acara ujian (Form.FU 9)

. Permohonan Persetujuan Judul (Form.F.1)

10. Persetujuan Judul Skripsi (Form.F.2)

11. Penghunjukan Pembimbing (Form.F.3)

12. Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form.F.4)

13. Biodata Wisuda (Form.F.5)

14 Transkrip Nilai dari semester I - VIII

15. Photo copy lembar pengesahan skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing Tl
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

17 Sertifikat lulus mengaji (LPTQ)

18, Sertifikat Magang 111 dan Sertifikat KKN/KKM/KKA/PKL/Klinis

19. Surat pernyataan foto berjilbab (bagi yang menggunakan jilbab)

20. Photo copy ijazah SMA atau sederajat yang dileges

21. Photo copy ijazah D2/D3/S1 atau Surat Keterangan pindah serta transkrip nilai dan konversi nilai bagi mahasiswa transfer
22. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1 -VIIT
23. Surat keterangan dari perpustakaan telah menyerahkan abstrak skripsi

24. Surat keterangan dari Pusat Bahasa telah menerjemahkan abstrak skripsi

25.  Surat keterangan dari PKSI telah menyerahkan berkas

LR EL

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga panitia dapat mengabulkannya. Atas perhatian Panitia

saya ucapkan terimakasih.
Yang Me
K»msﬂ itu Syahputra Sirait

Rangkap 2
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FORM. FU. 2

SURAT KETERANGAN KEUANGAN
Nomor : 239 /UMNAW/H.19/20 .....

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan menerangkan bahwa :

Nama : Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait
Tempat, tanggal lahir : BP. Mandoge, 10 Juli 1983
NPM :245114199
Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum
Telah melunasi :

. SPP periode . T8 2024, = 2028, Sl : Credtun 1o T 25700, UL 7’424"‘4 2620

. Biaya Bimbingan

. Biaya Ujian Sidang

. Biaya Wisuda < %

. Biaya Penerbitan ljazah dan Legalisir dengan kwitansi No. %%.. tanggal o5 =]

[T Sy

Sehingga yang bersangkutan dapat menempuh ujian akhir jenjang pendidikan.

Demikian keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

~

; ‘Rektor
I Ka. Biro Administrasi Umum n

Dewi Zuliani Rosa, S.E

Rangkap 2
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukahkah kamu aku tunjukkan suatu perrniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.(10)(yaitu) kamu beiman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(11) (QS. Ash-Shaff: 10-11).
Dengan segala kerendahan hati di ucapkan syukur Alhamdulillah terhadap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunianya sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya skripsi  ini dapat diselesaikan dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dalam melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. Maka dengan kemampuan yang ada penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan penuh kehati-hatian dan jeri payah yang tidak akan pernah dilupakan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. Firmansyah, M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum, selaku Wakil I Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan.
3. Bapak Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, M.Si sebagai Wakil Rektor II  Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan

4. Bapak Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si sebagai Wakil Rektor III  Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan;
5. Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan, dan selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis.
6. Ibu Tri Reni Novita, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan;
7. Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan.
8. Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan.
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis SH, M.H.. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis
10. Ibu Dr. Herlina Hanum Harahap S.H., M.H. selaku selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis.
11. Orang tua tercinta,  Bapak Alm.Sangkot Sirait , Ibu Sinam Br Manurung , beserta seluruh keluarga saya yang telah mendukung saya sampai sekarang;
12. Istri tercinta Cici Ratnasari, S.E yang telah mendukung saya sampai sekarang;

Juga tidak lupa diucapkan kepada pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Medan,    September 2026
Penulis

Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait
NPM. 245114199
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga semakin sering melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena di satu sisi negara harus menegakkan hukum terhadap peredaran narkotika, namun di sisi lain anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penanganan perkara narkotika yang melibatkan anak memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, baik dalam proses penyidikan maupun dalam konstruksi pertanggungjawaban pidananya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Namun apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, maka proses penanganannya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang ditemukan kasus dimana anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna, perantara, maupun pihak yang memiliki atau menguasai narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan yang dapat mendorong mereka terlibat dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, proses penyidikan terhadap anak harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta prosedur hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak anak sebagai subjek hukum.

Salah satu perkara yang menunjukkan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Langkat. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh aparat kepolisian, telah terjadi dugaan tindak pidana narkotika pada tanggal 29 Juli 2025 di Dusun KP Balok, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Dalam peristiwa tersebut aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang anak bernama Brema Purnama Ginting yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, penangkapan terhadap anak tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti tersebut antara lain satu bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, satu kotak rokok merek Bull warna hitam, satu buah pipa kaca berisi sisa padatan diduga narkotika jenis sabu, satu buah mancis, enam buah pipet plastik, serta satu botol plastik.

Selanjutnya terhadap anak yang diamankan tersebut dilakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), anak yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan milik temannya yang dikenal dengan panggilan JELO. Dalam keterangannya juga dijelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama ARI dan rencananya akan digunakan bersama-sama.

Berdasarkan fakta penyidikan tersebut, penyidik menilai bahwa anak yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena pelaku masih berstatus sebagai anak yang berusia 15 tahun, maka proses hukum yang dilakukan tetap harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terlihat dari berbagai dokumen penyidikan yang menunjukkan bahwa penyidik juga memperhatikan prosedur khusus dalam penanganan perkara anak.

Dalam proses penyidikan tersebut, aparat kepolisian juga melaksanakan berbagai tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak kejaksaan. Tindakan penahanan terhadap anak dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik Polres Langkat setelah dinilai bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana narkotika.

Selain itu, dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan. Penyitaan tersebut kemudian diajukan permohonan persetujuannya kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan penetapan pengadilan, penyitaan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan perkara narkotika yang melibatkan anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, tetapi juga menyangkut konstruksi hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai bagaimana konstruksi hukum serta proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat?
3. Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis konstruksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia
2. Mengkaji proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat.
3. Menganalisis penerapan penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan konstruksi hukum serta proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara narkotika, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Langkat, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tepat dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Gambaran Umum Tentang Pertanggngjawaban Pidana


1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan kelanjutan dari adanya celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana yang kemudian diteruskan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. Dengan kata lain, seseorang tidak cukup hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga harus dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme normatif untuk menilai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana berdasarkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan erat dengan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terhadap pelaku dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam arti hukum pidana, sehingga perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipahami sebagai dua hal yang saling berkaitan tetapi berbeda.

Menurut Teguh Prasetyo, pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya apabila pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Dalam perspektif ini, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar legitimasi negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebab tanpa pertanggungjawaban tidak mungkin ada pemidanaan yang adil.

Menurut Agus Rusianto, pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk menentukan apakah ia dapat dicela dan karena itu patut dijatuhi pidana. Penilaian tersebut tidak hanya bertumpu pada perbuatan lahiriah, tetapi juga pada kondisi batin pelaku, hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, serta ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pemidanaan.


2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana orang perorangan
Pertanggungjawaban pidana orang perorangan adalah pertanggungjawaban yang dibebankan langsung kepada individu sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, seseorang dipidana karena ia sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pada dirinya terbukti adanya kesalahan. 

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada badan hukum atau perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi tersebut. 

3. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi
Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada pengurus, direktur, atau pihak yang memegang kendali dalam suatu korporasi. Hal tersebut terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan, perintah, pembiaran, atau kelalaian pengurus dalam menjalankan fungsi manajerialnya. 

4. Pertanggungjawaban pidana bersama antara korporasi dan pengurus
Bentuk ini terjadi apabila tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga dengan tindakan atau kesalahan pengurusnya. Dengan demikian, baik korporasi maupun pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan sesuai peran masing-masing. 

Selain itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling umum, yaitu pidana dijatuhkan karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan atau kealpaan. Dalam konsep ini, kesalahan menjadi dasar utama untuk membebankan pidana. 

2. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability)
Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban pidana yang tidak selalu mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara rinci. Dalam beberapa delik tertentu, cukup dibuktikan bahwa perbuatan yang dilarang telah terjadi, maka pelaku atau pihak yang terkait dapat dimintai pertanggungjawaban. 

3. Pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
Pertanggungjawaban pengganti adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atau suatu pihak atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain karena adanya hubungan hukum tertentu. Misalnya, atasan atau korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan bawahannya dalam kondisi tertentu. 

4. Pertanggungjawaban fungsional dalam korporasi
Pertanggungjawaban fungsional muncul karena adanya jabatan, fungsi, atau kewenangan tertentu dalam struktur organisasi. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan semata-mata karena melakukan langsung perbuatan itu, tetapi karena fungsi yang melekat padanya memungkinkan atau menyebabkan tindak pidana terjadi. 

Selanjutnya, menurut Kristian, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Pertanggungjawaban individual
Pertanggungjawaban individual adalah bentuk pertanggungjawaban yang menempatkan individu sebagai pelaku utama tindak pidana. Dalam bentuk ini, fokus hukum pidana diarahkan pada perbuatan dan kesalahan orang perseorangan. 

2. Pertanggungjawaban kolektif
Pertanggungjawaban kolektif adalah pertanggungjawaban yang timbul karena tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau dalam suatu kelompok. Meskipun demikian, pembebanan tanggung jawab tetap harus memperhatikan peran masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut. 

3. Pertanggungjawaban structural

Pertanggungjawaban struktural berkaitan dengan posisi seseorang dalam suatu struktur organisasi atau kelembagaan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya karena tindakan langsung, tetapi juga karena kewenangan dan tanggung jawab struktural yang dimilikinya. 

4. Pertanggungjawaban korporatif
Pertanggungjawaban korporatif menempatkan korporasi sebagai entitas hukum yang dapat dipidana. Hal ini penting terutama dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, perpajakan, atau tindak pidana lain yang dilakukan dalam aktivitas organisasi. 

Menurut Hanafi Amrani, pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi:

1. Pertanggungjawaban karena kesengajaan (dolus)
Pertanggungjawaban karena kesengajaan terjadi apabila pelaku dengan sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam bentuk ini, unsur batin pelaku menunjukkan adanya kehendak yang nyata untuk melakukan tindak pidana. 

2. Pertanggungjawaban karena kealpaan (culpa)
Pertanggungjawaban karena kealpaan timbul apabila pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak cermat, perbuatan tersebut tetap menimbulkan akibat yang dilarang hukum pidana. 

3. Pertanggungjawaban yang hapus karena alasan pemaaf
Bentuk ini menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya melakukan tindak pidana, tetapi tidak dipidana karena ada alasan yang menghapuskan kesalahannya, misalnya karena daya paksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat guncangan jiwa. 

4. Pertanggungjawaban yang hapus karena alasan pembenar
Dalam hal ini, perbuatan yang secara lahiriah tampak sebagai tindak pidana menjadi tidak dipidana karena dianggap dibenarkan oleh hukum, misalnya pembelaan terpaksa yang sah atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. 

B.
Gambaran Umum Tentang Penyidikan


1. Pengertian Penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa penyidikan merupakan tahap sentral dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi penentuan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Andi Hamzah, penyidikan adalah langkah awal dalam penyelesaian suatu tindak pidana setelah adanya dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum bekerja untuk menelusuri fakta, mengumpulkan alat bukti, dan menyusun dasar bagi proses penuntutan selanjutnya.

Menurut Lilik Mulyadi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur undang-undang untuk memperoleh kebenaran materiil tentang suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penyidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat yuridis karena harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara pidana.

Menurut Hartono, penyidikan merupakan instrumen penegakan hukum pidana yang berfungsi menegaskan apakah suatu peristiwa benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap pelaku dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan sangat menentukan kualitas keseluruhan proses peradilan pidana.

Menurut HMA Kuffal, penyidikan adalah tindakan hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk mengungkap fakta pidana secara sistematis dan sah menurut hukum. Dalam pengertian ini, penyidikan mengandung unsur prosedur, kewenangan, pembuktian, dan tujuan penegakan hukum.


2. Jenis-Jenis Penyidikan

Menurut Hari Sasangka, jenis-jenis penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan biasa
Penyidikan biasa adalah penyidikan yang dilakukan terhadap perkara pidana pada umumnya sesuai prosedur KUHAP. Penyidikan ini dilaksanakan secara normal sejak adanya laporan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka. 

2. Penyidikan lanjutan
Penyidikan lanjutan merupakan kelanjutan dari tindakan sebelumnya ketika data atau alat bukti yang diperoleh belum cukup. Tujuannya adalah melengkapi kekurangan agar perkara menjadi lebih terang dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. 

3. Penyidikan yang disertai upaya paksa
Jenis ini merupakan penyidikan yang dalam pelaksanaannya disertai tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Upaya paksa dilakukan apabila terdapat alasan hukum yang cukup dan tetap harus sesuai prosedur undang-undang. 

4. Penyidikan dalam perkara tertentu yang memerlukan penanganan khusus
Penyidikan ini dilakukan terhadap perkara-perkara yang sifatnya khusus, misalnya tindak pidana korupsi, narkotika, atau tindak pidana anak. Dalam praktiknya, penanganan khusus ini sering membutuhkan pendekatan, keahlian, dan ketentuan prosedural tertentu. 

Selain itu, menurut Anshori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dan Ruben Ahmad, jenis-jenis penyidikan meliputi:

1. Penyidikan tindak pidana umum
Penyidikan tindak pidana umum adalah penyidikan terhadap perbuatan pidana yang pada umumnya diatur dalam KUHP dan KUHAP. Jenis ini biasanya menjadi kewenangan utama penyidik kepolisian. 

2. Penyidikan tindak pidana khusus
Penyidikan tindak pidana khusus berkaitan dengan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Karena sifatnya khusus, sering kali mekanisme penyidikannya juga memiliki kekhususan. 

3. Penyidikan oleh penyidik Polri
Penyidikan oleh penyidik Polri adalah penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mereka memiliki kewenangan umum dalam menangani sebagian besar tindak pidana. 

4. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil
Penyidikan ini dilakukan oleh PPNS yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menyidik tindak pidana tertentu dalam lingkup tugas instansinya. Walaupun demikian, pelaksanaannya tetap berada dalam koordinasi dengan penyidik Polri.
C.
Gambaran Umum Tentang Anak


1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan generasi muda.

Pengertian anak dalam perspektif hukum tidak hanya dilihat dari segi usia, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Anak dianggap belum memiliki kematangan fisik maupun mental seperti orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam sistem hukum. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori anak sehingga memudahkan penerapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak khusus yang harus dijamin oleh negara.

Selain itu, pengertian anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini memberikan batasan usia yang jelas mengenai anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam perspektif hukum pidana, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan psikologis seperti orang dewasa. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap perkembangan anak.

Para ahli hukum pidana juga memberikan pandangan mengenai pengertian anak dalam konteks hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, anak merupakan individu yang secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa karena kondisi psikologis dan tingkat kematangan anak masih berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengutamakan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Dalam praktik peradilan pidana, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui berbagai mekanisme khusus, seperti adanya proses diversi serta pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada upaya pemulihan daripada penghukuman semata.

Penerapan sistem peradilan pidana anak juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, aparat penegak hukum harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan anak. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan.
 

Dengan demikian, pengertian anak dalam hukum tidak hanya berkaitan dengan batasan usia, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak serta perlakuan khusus dalam sistem hukum. Pengaturan mengenai anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Jenis-Jenis Anak
Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, jenis-jenis anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Dalam penanganannya, pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mengutamakan pembinaan. 

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
Anak korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, anak korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara khusus. 

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana
Anak saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan proses peradilan pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Dalam pemeriksaannya, kondisi psikologis anak harus sangat diperhatikan. 

Selain itu, menurut Fultoni dkk., jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Anak pelaku
Anak pelaku adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Namun, karena statusnya sebagai anak, penanganannya lebih menekankan pemulihan dan pembinaan daripada pembalasan. 

2. Anak korban
Anak korban adalah anak yang menderita secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan terhadap anak korban mencakup aspek hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis. 
3. Anak saksi
Anak saksi adalah anak yang memberikan informasi atau kesaksian dalam proses hukum pidana. Kehadiran anak sebagai saksi memerlukan prosedur yang ramah anak agar tidak menimbulkan trauma tambahan. 

4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
Jenis ini mencakup anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak yang dieksploitasi, diperdagangkan, mengalami kekerasan, atau berada dalam keadaan darurat. Mereka memerlukan perlindungan yang lebih intensif dari negara dan masyarakat.
D.
Gambaran Umum tentang Tindak Pidana
1. 
Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah tindak pidana dalam literatur hukum pidana sering juga disebut dengan istilah delik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin delictum yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar hukum. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, istilah delik sering digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda. Oleh karena itu, dalam praktik akademik maupun praktik hukum, istilah tindak pidana dan delik sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata tertib hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat langsung dipidana, melainkan harus memenuhi syarat bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Sementara itu, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menurutnya, larangan dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan manusia, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila terdapat larangan yang diatur dalam undang-undang dan disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Selain itu, Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Menurutnya, hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan ketertiban umum. Oleh karena itu, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Adami Chazawi juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam pengertian ini, tindak pidana tidak hanya dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesalahan serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana memiliki hubungan yang erat dengan asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Selain itu, tindak pidana juga berkaitan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini dikenal dengan asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan menjadi salah satu syarat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

2. 
Jenis-Jenis Tindak Pidana
Menurut P.A.F. Lamintang, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana karena kealpaan
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Adapun tindak pidana karena kealpaan adalah tindak pidana yang terjadi bukan karena adanya niat jahat, melainkan karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhitungkan akibat yang timbul dari perbuatannya. 

2. Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya mengambil, memukul, atau mengedarkan barang terlarang. Sementara itu, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku justru tidak melakukan suatu kewajiban hukum yang seharusnya ia lakukan. 

3. Tindak pidana yang selesai seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus
Tindak pidana yang selesai seketika adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang keadaan melawan hukumnya berlangsung dalam suatu rentang waktu tertentu.
4. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dan berlaku secara umum. Adapun tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki karakteristik tertentu, misalnya narkotika, korupsi, atau tindak pidana ekonomi. 

Selain itu, menurut Adami Chazawi, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana formil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatannya. Dengan demikian, tindak pidana dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa perlu menunggu akibat tertentu muncul. 

2. Tindak pidana materiil
Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, suatu tindak pidana baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik benar-benar terjadi. 

3. Tindak pidana biasa
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban atau pihak tertentu. Negara dapat langsung melakukan penuntutan ketika unsur pidananya telah terpenuhi. 
4. Tindak pidana aduan
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa pengaduan tersebut, proses hukum pada umumnya tidak dapat dilanjutkan.
E. 
Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Narkotika merupakan salah satu jenis zat atau obat yang memiliki pengaruh terhadap sistem saraf pusat manusia sehingga dapat menimbulkan perubahan pada kesadaran, perasaan, serta perilaku seseorang. Penggunaan narkotika dalam dunia medis sebenarnya memiliki manfaat tertentu, terutama dalam bidang pengobatan dan penelitian ilmiah. Namun demikian, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, narkotika menjadi salah satu perhatian utama karena dampak sosial yang ditimbulkannya sangat besar. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, negara menetapkan berbagai aturan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai narkotika dalam hukum Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat tersebut. Pemerintah melalui kebijakan hukum pidana berupaya menekan angka peredaran narkotika dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan peredaran narkotika dapat dikendalikan dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Tindak pidana narkotika sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, seperti produsen, pengedar, perantara, hingga kurir yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Setiap pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses peredaran narkotika.

Peredaran narkotika secara ilegal sering kali dilakukan secara terselubung dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari penegakan hukum. Pelaku dapat memanfaatkan berbagai metode untuk menyembunyikan narkotika agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini membuat penanganan kasus narkotika menjadi lebih kompleks karena membutuhkan upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat.

Dalam banyak kasus, narkotika juga menjadi bagian dari kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan yang luas, bahkan lintas negara. Jaringan tersebut sering memanfaatkan berbagai celah dalam sistem hukum dan pengawasan untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika membutuhkan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum.

Selain menimbulkan dampak kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya. Penggunaan narkotika secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang berujung pada berbagai tindakan kriminal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan keamanan masyarakat.

Upaya pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika, sedangkan pendekatan rehabilitatif dilakukan terhadap pengguna narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal di masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya peredaran narkotika yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, proses penyidikan dalam perkara narkotika harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat yang memiliki manfaat dalam bidang medis, namun juga memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai narkotika menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis-Jenis Narkotika
Narkotika pada dasarnya tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan tingkat bahaya, potensi ketergantungan, serta manfaatnya dalam bidang medis. Penggolongan tersebut penting untuk menentukan pengawasan serta pengendalian terhadap penggunaan narkotika. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pemerintah dapat mengatur secara lebih terperinci mengenai penggunaan narkotika dalam dunia kesehatan maupun dalam pengawasan hukum terhadap penyalahgunaannya.

Dalam hukum positif Indonesia, narkotika dibagi ke dalam beberapa golongan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Penggolongan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai tingkat risiko dan potensi ketergantungan yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis narkotika. Dengan adanya penggolongan tersebut, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika.

Golongan pertama dalam klasifikasi narkotika adalah narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan serta memiliki manfaat yang sangat terbatas dalam dunia medis. Narkotika jenis ini pada umumnya hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, peredaran narkotika golongan ini diawasi secara sangat ketat oleh pemerintah.

Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain heroin, kokain, dan ganja. Zat-zat tersebut memiliki efek yang sangat kuat terhadap sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku serta ketergantungan yang tinggi bagi penggunanya. Karena dampaknya yang sangat berbahaya, penggunaan narkotika golongan ini dibatasi secara ketat oleh hukum.

Golongan kedua dalam klasifikasi narkotika merupakan jenis narkotika yang masih memiliki manfaat dalam dunia medis, khususnya untuk kepentingan pengobatan tertentu. Meskipun demikian, penggunaan narkotika golongan ini tetap harus berada di bawah pengawasan ketat tenaga medis karena memiliki potensi ketergantungan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penggunaannya hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter.

Beberapa contoh narkotika golongan kedua antara lain morfin dan petidin yang sering digunakan dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit yang kuat. Zat tersebut biasanya digunakan dalam penanganan pasien dengan kondisi medis tertentu yang membutuhkan pengobatan khusus. Namun demikian, penggunaan narkotika jenis ini tetap harus dikontrol secara ketat agar tidak disalahgunakan.

Golongan ketiga dalam klasifikasi narkotika merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan golongan lainnya. Narkotika jenis ini masih dapat digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan tertentu. Meskipun demikian, penggunaan narkotika golongan ini tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Penggolongan narkotika tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis narkotika memiliki karakteristik serta tingkat risiko yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap narkotika harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak kesehatan, potensi penyalahgunaan, serta kebutuhan dalam dunia medis. Dengan adanya penggolongan tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap peredaran narkotika.

Dalam praktik penegakan hukum, penggolongan narkotika juga memiliki pengaruh terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Jenis dan golongan narkotika yang terlibat dalam suatu perkara dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, klasifikasi narkotika memiliki peranan penting dalam sistem hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan tingkat bahaya serta potensi ketergantungannya. Penggolongan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan narkotika secara tepat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan peredaran narkotika dapat dikendalikan secara lebih efektif.
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BAB III

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Dan Penelitian 
Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polres Langkat, Jl. Proklamasi No. 53, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan.
 Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam penegakan hukum pidana. 

C.   
Sumber Data
 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Langkat yang menangani perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mekanisme pengumpulan alat bukti, serta pertimbangan hukum penyidik dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara tersebut.

Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen resmi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan Berita Acara Pemeriksaan tersangka anak yang disusun oleh penyidik Polres Langkat dalam perkara tindak pidana narkotika. Dokumen tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana proses penyidikan dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, termasuk bagaimana fakta-fakta hukum dikumpulkan, dianalisis, serta dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini bersifat empiris dan digunakan sebagai dasar analisis terhadap konstruksi hukum serta proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

 Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa peraturan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku yang ditangani oleh Polres Langkat.
7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Anak dalam perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Polres Langkat.
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini, seperti: Buku-buku, Jurnal ilmiah, Doktrin hukum 
c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan-peraturan kepolisian, serta sumber yang mengonfirmasi pemahaman umum tentang prosedur kepolisian. Sumber-sumber tertier tersebut meliputi: Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan publikasi
D.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penerapan asas due process of law dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan.
 Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik Polres Langkat yang menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
E.  
Teknik  Analisis Data

 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional 
  
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikis, sosial, dan moral, sehingga negara wajib memberikan perlakuan khusus dalam setiap proses hukum yang dijalaninya. Dalam konteks tindak pidana narkotika, anak memang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, namun proses dan bentuk pertanggungjawabannya harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan ketika seseorang dapat dicela secara hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi juga harus dapat dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam perkara anak, konsep ini tetap berlaku, tetapi penilaian terhadap kesalahan anak harus dilakukan secara lebih hati-hati karena tingkat kematangan berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilihat tidak hanya dari aspek perbuatannya, tetapi juga dari usia, kondisi psikologis, lingkungan, dan pengaruh orang dewasa di sekitarnya.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, asas ini tetap menjadi dasar penting, namun penerapannya harus disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, anak tidak boleh langsung diposisikan sebagai pelaku yang harus dihukum secara represif, melainkan harus dilihat sebagai subjek hukum yang masih memiliki peluang besar untuk dibina dan diperbaiki.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menggunakan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut pada dasarnya berlaku bagi setiap orang, termasuk anak, sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi. Namun, apabila pelakunya adalah anak, maka penerapan sanksi dan proses hukumnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang anak dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara narkotika, apabila pelaku masih berada dalam rentang usia tersebut, maka penyidik wajib menerapkan mekanisme khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anak tidak hanya ditentukan oleh perbuatan pidananya, tetapi juga oleh kedudukannya sebagai anak yang dilindungi oleh hukum.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika harus dipahami sebagai pertanggungjawaban yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut terlihat dari adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan, prinsip nondiskriminasi, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, serta prinsip pembinaan. Dengan prinsip tersebut, sistem hukum tidak hanya bertujuan menghukum anak, tetapi juga mencegah anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila upaya pembinaan dan pemulihan tidak dapat dilakukan.

Dalam praktiknya, anak yang terlibat tindak pidana narkotika dapat berada dalam beberapa posisi, yaitu sebagai pengguna, sebagai pihak yang menguasai atau menyimpan narkotika, sebagai perantara, bahkan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika. Perbedaan posisi ini sangat menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan. Anak yang hanya menjadi pengguna tentu harus dinilai berbeda dengan anak yang secara aktif menjadi perantara jual beli narkotika. Oleh karena itu, penyidik harus terlebih dahulu memastikan peran anak dalam tindak pidana tersebut sebelum menentukan konstruksi hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H. selaku penyidik Polres Langkat, anak yang terlibat dalam perkara narkotika pada umumnya tidak selalu dapat langsung diposisikan sebagai pelaku utama. Menurut beliau, penyidik harus melihat terlebih dahulu apakah anak tersebut hanya menggunakan, menyimpan, atau memang memiliki hubungan dengan peredaran narkotika. Hal ini penting karena dalam praktiknya anak sering kali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, ajakan teman, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang dewasa. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak harus dibangun berdasarkan fakta penyidikan yang objektif.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Muhammad Hanafi, S.H. selaku penyidik pembantu Polres Langkat yang menyatakan bahwa dalam perkara narkotika, penyidik tidak hanya melihat barang bukti, tetapi juga memeriksa bagaimana narkotika tersebut diperoleh, untuk apa digunakan, siapa yang memberi, serta apakah ada pihak lain yang memengaruhi anak. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anak tidak boleh hanya didasarkan pada penguasaan fisik terhadap narkotika, tetapi juga harus dianalisis dari hubungan anak dengan barang bukti dan niat atau maksud dari perbuatannya.

Dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat, fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan menjadi dasar utama untuk menentukan pertanggungjawaban hukum anak. Apabila anak ditemukan menguasai narkotika, penyidik harus menilai apakah penguasaan tersebut dilakukan secara sadar, apakah anak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, serta apakah anak memiliki kehendak untuk menggunakan atau mengedarkannya. Dengan kata lain, unsur perbuatan dan unsur kesalahan harus dibuktikan secara bersamaan agar pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara adil.

Pertanggungjawaban hukum anak dalam perkara narkotika juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Anak pada dasarnya belum memiliki kematangan berpikir yang sama dengan orang dewasa, sehingga kemampuan anak untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya perlu dinilai secara lebih cermat. Oleh sebab itu, dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari sisi hukum pidana formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak. Hal ini menjadi dasar mengapa anak wajib mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Pendampingan terhadap anak dalam proses hukum merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban hukum yang berkeadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, atau pihak lain yang berwenang. Pendampingan tersebut bertujuan agar anak tidak merasa tertekan dan tetap mampu memberikan keterangan secara bebas. Selain itu, pendampingan juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak melanggar hak-haknya sebagai anak.

Dalam perkara narkotika, pertanggungjawaban hukum terhadap anak juga harus memperhatikan tujuan dari Undang-Undang Narkotika. Undang-undang tersebut tidak hanya bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika, tetapi juga mencegah penyalahgunaan narkotika dan menjamin adanya upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, apabila anak lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna, maka pendekatan rehabilitatif harus dipertimbangkan. Hal ini berbeda apabila anak terbukti menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika secara aktif.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan, pembinaan anak, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks anak pelaku narkotika, prinsip ini penting karena anak masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk diperbaiki. Dengan demikian, proses hukum harus diarahkan agar anak memahami kesalahannya dan dapat kembali ke lingkungan sosial secara lebih baik.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika tidak selalu mudah. Hal ini karena tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yang memiliki ancaman pidana cukup berat. Dalam beberapa keadaan, diversi dapat mengalami hambatan apabila ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan melebihi batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penyidik harus menilai secara cermat pasal yang diterapkan, peran anak, jumlah barang bukti, serta fakta-fakta lain yang muncul dalam penyidikan.

Dalam wawancara, Sihar M.T. Sihotang, S.H. menjelaskan bahwa penyidik tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dalam menangani perkara narkotika yang melibatkan anak. Menurut beliau, meskipun perkara narkotika merupakan perkara serius, anak tetap harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak, menghadirkan pihak yang diperlukan, dan menghindari tekanan yang dapat memengaruhi keterangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anak tetap berjalan dalam kerangka perlindungan hukum.

Muhammad Hanafi, S.H. juga menjelaskan bahwa anak yang terlibat narkotika biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan sering berkaitan dengan lingkungan pergaulan atau pengaruh orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, menurut beliau, penyidik perlu menggali keterangan secara mendalam mengenai asal narkotika, siapa yang mengajak, dan apakah anak memahami konsekuensi perbuatannya. Keterangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak harus dikonstruksikan secara proporsional agar anak tidak menanggung beban hukum yang sebenarnya lebih tepat diarahkan kepada pelaku dewasa yang memengaruhi atau memanfaatkan anak.

Dalam sistem hukum pidana, perbedaan antara anak sebagai pengguna dan anak sebagai pengedar sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban hukum. Anak sebagai pengguna lebih tepat diarahkan pada pendekatan rehabilitasi dan pembinaan, sedangkan anak yang terbukti menjadi perantara atau pengedar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus bagi anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum harus menilai peran anak secara konkret, bukan hanya berdasarkan keberadaan barang bukti semata.

Jika anak ditemukan menguasai narkotika, maka penyidik harus memastikan apakah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika benar-benar terpenuhi. Unsur tersebut tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan narkotika di sekitar anak, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan penguasaan antara anak dan barang bukti. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak boleh dibangun berdasarkan dugaan semata, melainkan harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan yang saling bersesuaian.

Selain itu, apabila anak diduga terlibat dalam jual beli narkotika, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” harus dibuktikan secara jelas. Pembuktian terhadap unsur ini lebih berat karena berkaitan dengan adanya aktivitas peredaran narkotika. Oleh sebab itu, dalam perkara anak, penyidik harus berhati-hati agar tidak langsung menerapkan pasal peredaran apabila fakta yang ditemukan lebih menunjukkan anak sebagai pengguna atau pihak yang hanya ikut menggunakan narkotika.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Asas ini berarti bahwa tindakan hukum yang diberikan kepada anak harus seimbang dengan peran, tingkat kesalahan, serta akibat dari perbuatannya. Dalam perkara narkotika, anak yang hanya menggunakan narkotika karena pengaruh teman tentu tidak dapat diperlakukan sama dengan anak yang secara sadar menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban hukum harus dilakukan secara individual berdasarkan keadaan konkret masing-masing anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan hak-hak dasarnya. Anak tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, pendampingan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau tekanan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak tidak boleh menghilangkan kedudukannya sebagai anak yang wajib dilindungi. Perlindungan ini justru menjadi pembeda utama antara sistem peradilan pidana anak dan sistem peradilan pidana orang dewasa.

Penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan anak. Tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Oleh karena itu, apabila anak dijatuhi pidana atau tindakan, maka bentuknya harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak, bukan semata-mata memberikan penderitaan. Hal ini sesuai dengan karakter sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama.

Dalam praktiknya, penegak hukum harus mampu membedakan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak masa depan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kemungkinan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, hukum tetap ditegakkan tanpa mengabaikan hak dan masa depan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H., faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Langkat antara lain pergaulan bebas, kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan yang rawan narkotika, serta rasa ingin tahu anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam narkotika tidak selalu muncul dari kehendak kriminal yang kuat, tetapi sering dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum anak harus disertai upaya pencegahan dan pembinaan.

Muhammad Hanafi, S.H. juga menerangkan bahwa anak yang terlibat narkotika sering kali belum memahami sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Menurut beliau, sebagian anak hanya ikut-ikutan menggunakan narkotika karena ajakan teman atau lingkungan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak harus mempertimbangkan tingkat pemahaman anak terhadap perbuatannya. Dengan demikian, pendekatan hukum yang digunakan tidak boleh hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada edukasi hukum bagi anak.

Dalam konteks perkara di Polres Langkat, pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus didasarkan pada hasil penyidikan yang objektif. Penyidik harus menghubungkan antara barang bukti, keterangan saksi, keterangan anak, hasil pemeriksaan laboratorium, dan dokumen penyidikan lainnya. Apabila seluruh alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak memenuhi unsur tindak pidana, maka anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, bentuk pertanggungjawabannya tetap harus mengacu pada sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak dalam perkara narkotika memiliki dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena perbuatan tersebut membahayakan masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak karena anak masih berada dalam tahap perkembangan. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak inilah yang menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku narkotika.

Analisis terhadap pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa anak bukanlah subjek yang bebas dari tanggung jawab hukum. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur kesalahan. Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut harus dilaksanakan dengan mekanisme khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menghindari cara pandang yang menyamakan anak dengan pelaku dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia bersifat khusus, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak. Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana narkotika, tetapi proses dan bentuk pertanggungjawabannya harus tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, serta hasil penyidikan yang objektif. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga membina anak agar tidak kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika.
B. 
Proses Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Polres Langkat
Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, menemukan pelakunya, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Namun, karena subjek yang diperiksa adalah anak, maka penyidikan tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama seperti terhadap orang dewasa. Penyidik wajib memperhatikan ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Narkotika, serta ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak agar proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak anak.

Penyidikan dalam perkara narkotika yang melibatkan anak diawali dari adanya informasi, laporan, atau temuan aparat kepolisian mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan tindak pidana. Dalam konteks perkara yang ditangani Polres Langkat, penyelidikan awal dilakukan setelah aparat kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.

Tahap penyelidikan menjadi bagian penting sebelum masuk ke proses penyidikan karena pada tahap ini aparat kepolisian berupaya memastikan adanya peristiwa pidana. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan kuat adanya tindak pidana narkotika, maka penyidik dapat melakukan tindakan hukum lanjutan sesuai dengan kewenangannya. Dalam perkara anak, tahapan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan posisi anak, apakah hanya berada di tempat kejadian, sebagai pengguna, sebagai pemilik barang, atau sebagai pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H. selaku penyidik Polres Langkat, tahapan awal yang dilakukan ketika menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika adalah melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Penyidik tidak langsung menetapkan seseorang sebagai pelaku, tetapi terlebih dahulu melihat keadaan di lapangan, memastikan keberadaan barang bukti, serta menilai apakah terdapat peristiwa pidana yang dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan diawali dengan kehati-hatian dalam menilai fakta awal.

Muhammad Hanafi, S.H. selaku penyidik pembantu Polres Langkat juga menjelaskan bahwa dalam perkara anak, penyidik harus lebih cermat sejak tahap awal karena pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, apabila yang diamankan adalah anak, maka penyidik perlu segera memastikan identitas dan usia anak, menghubungi pihak keluarga, serta menyiapkan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, sejak awal proses hukum, status anak sudah menjadi pertimbangan penting dalam tindakan penyidikan.

Setelah informasi awal dinilai cukup, penyidik kemudian melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan atau pengamanan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penangkapan dalam perkara narkotika umumnya dilakukan ketika terdapat bukti permulaan yang cukup dan keadaan tertentu yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Namun dalam perkara anak, penangkapan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan martabat anak, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, aparat kepolisian mengamankan seorang anak yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan tindakan kepolisian, ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika, antara lain plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu, alat hisap, pipet plastik, mancis, serta barang lain yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Temuan barang bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum.

Barang bukti dalam perkara narkotika memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu dasar pembuktian terhadap dugaan tindak pidana. Oleh sebab itu, setelah barang bukti ditemukan, penyidik wajib melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyitaan tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi harus dibuatkan berita acara dan dimintakan persetujuan kepada pengadilan. Dalam perkara di Polres Langkat, penyitaan barang bukti kemudian memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Stabat melalui penetapan penyitaan barang bukti.

Setelah dilakukan pengamanan terhadap anak dan barang bukti, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui hubungan antara anak dengan barang bukti yang ditemukan. Pemeriksaan awal ini penting untuk menggali keterangan mengenai asal narkotika, tujuan penggunaan, pihak yang memberikan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dalam perkara anak, pemeriksaan harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan tidak boleh dilakukan dengan cara menekan, mengancam, atau memaksa anak memberikan keterangan.

Berdasarkan wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H., pemeriksaan terhadap anak dalam perkara narkotika dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak. Penyidik berusaha menciptakan suasana pemeriksaan yang tidak menakutkan agar anak dapat memberikan keterangan secara terbuka. Menurut beliau, penyidik juga memperhatikan bahwa anak belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa, sehingga cara bertanya dan cara menggali keterangan harus disesuaikan dengan kondisi anak. Hal ini menjadi bentuk perlakuan khusus dalam proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan terhadap anak, kehadiran orang tua atau wali menjadi unsur penting yang harus diperhatikan. Kehadiran orang tua atau wali bertujuan memberikan rasa aman kepada anak selama menjalani pemeriksaan. Selain itu, anak juga berhak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya pendampingan tersebut, proses penyidikan diharapkan berjalan lebih objektif dan tidak merugikan kedudukan anak sebagai pihak yang masih memerlukan perlindungan hukum.

Muhammad Hanafi, S.H. menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan anak, penyidik berupaya menghadirkan pihak keluarga atau orang tua anak. Selain itu, penyidik juga memperhatikan keterlibatan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penasihat hukum atau pembimbing kemasyarakatan. Menurut beliau, pendampingan ini penting karena anak sering kali merasa takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendampingan dapat membantu anak lebih tenang dan mencegah terjadinya tekanan dalam pemeriksaan.

Tahap berikutnya dalam penyidikan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. BAP merupakan dokumen penting yang memuat keterangan anak, saksi, dan pihak-pihak lain yang relevan dengan perkara. Dalam perkara narkotika yang melibatkan anak di Polres Langkat, BAP digunakan untuk mencatat keterangan mengenai kepemilikan barang bukti, asal narkotika, hubungan anak dengan pihak lain, serta rencana penggunaan narkotika tersebut. BAP ini kemudian menjadi dasar bagi penyidik dalam menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana narkotika.

Dalam penyusunan BAP terhadap anak, penyidik harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar berasal dari anak dan diberikan secara bebas. Hal ini penting karena anak berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan, baik tekanan dari situasi pemeriksaan maupun tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, penyidik harus menghindari pertanyaan yang bersifat menggiring secara berlebihan. Pemeriksaan harus diarahkan untuk memperoleh keterangan yang jelas, namun tetap menjaga hak anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Selain memeriksa anak, penyidik juga memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut. Pemeriksaan saksi diperlukan untuk menguatkan keterangan anak dan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam perkara narkotika, saksi dapat berasal dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, masyarakat yang memberikan informasi, atau pihak lain yang mengetahui asal-usul barang bukti. Keterangan saksi ini kemudian dibandingkan dengan keterangan anak dan barang bukti yang telah disita.

Penyidikan perkara narkotika juga memerlukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kristal putih yang ditemukan benar merupakan narkotika jenis sabu atau bukan. Pemeriksaan laboratorium menjadi penting karena tindak pidana narkotika berkaitan dengan jenis zat tertentu yang harus dibuktikan secara ilmiah. Tanpa adanya kepastian mengenai jenis zat tersebut, pembuktian perkara narkotika dapat menjadi lemah. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam berkas perkara.

Setelah seluruh keterangan dan barang bukti dikumpulkan, penyidik kemudian menganalisis hubungan antara perbuatan anak dengan unsur pasal yang disangkakan. Dalam perkara yang ditangani Polres Langkat, anak diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah perbuatan anak lebih tepat dikualifikasikan sebagai memiliki atau menguasai narkotika, atau terdapat unsur lain yang menunjukkan keterlibatan dalam transaksi narkotika.

Menurut Sihar M.T. Sihotang, S.H., penyidik tidak boleh hanya melihat keberadaan barang bukti, tetapi juga harus melihat peran anak dalam perkara tersebut. Apabila anak mengaku barang tersebut miliknya atau digunakan bersama, penyidik tetap harus menggali keterangan mengenai siapa yang memperoleh, dari mana barang itu berasal, dan apakah ada pihak lain yang lebih dominan. Dengan demikian, proses penyidikan tidak hanya bertujuan membuktikan adanya barang bukti, tetapi juga membuktikan peran anak secara lebih terang.

Penahanan terhadap anak dalam proses penyidikan harus ditempatkan sebagai tindakan yang sangat hati-hati. Meskipun dalam perkara narkotika terdapat ancaman pidana yang cukup berat, status anak tetap mengharuskan penyidik mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat hukum, seperti adanya dugaan keras melakukan tindak pidana, adanya bukti yang cukup, serta adanya alasan objektif dan subjektif. Dalam perkara anak, penyidik juga harus memperhatikan batas waktu penahanan yang berbeda dari orang dewasa.

Dalam perkara di Polres Langkat, penahanan terhadap anak dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan setelah penyidik menilai adanya bukti yang cukup bahwa anak diduga melakukan tindak pidana narkotika. Tindakan penahanan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Namun demikian, penahanan terhadap anak tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan perlakuan khusus, termasuk pemisahan dari tahanan dewasa dan pemenuhan hak-hak dasar anak selama berada dalam proses hukum.

Proses penyidikan terhadap anak juga harus memperhatikan kemungkinan adanya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun dalam perkara narkotika, penerapan diversi sering kali bergantung pada ancaman pidana pasal yang disangkakan dan sifat perbuatan yang dilakukan anak. Oleh karena itu, penyidik perlu menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat diversi atau tidak. Apabila tidak memenuhi syarat, maka perkara dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Muhammad Hanafi, S.H. menyatakan bahwa kendala dalam penyidikan terhadap anak dalam perkara narkotika sering muncul pada saat menggali keterangan mengenai jaringan atau pihak yang memberikan narkotika kepada anak. Anak sering kali tidak mengetahui identitas lengkap orang yang memberikan narkotika, hanya mengenal nama panggilan, atau merasa takut menyebutkan pihak lain. Kondisi ini menjadi tantangan bagi penyidik dalam mengembangkan perkara, terutama untuk mengungkap pihak dewasa yang mungkin memanfaatkan anak.

Kendala lain yang dihadapi penyidik adalah kondisi psikologis anak yang mudah takut dan berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Anak dapat memberikan keterangan yang tidak lengkap karena takut kepada keluarga, takut kepada pelaku lain, atau belum memahami pentingnya keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, penyidik harus lebih sabar dalam melakukan pemeriksaan dan tidak boleh menggunakan pendekatan yang keras. Cara pemeriksaan yang ramah anak menjadi penting agar keterangan yang diperoleh tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penyidikan terhadap anak dalam perkara narkotika juga membutuhkan koordinasi antarinstansi. Penyidik tidak dapat bekerja sendiri karena penanganan anak membutuhkan keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, keluarga, dan apabila diperlukan lembaga perlindungan anak. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembuktian pidana, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan. Dengan demikian, penyidikan terhadap anak memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan penyidikan terhadap orang dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyidik harus membuat proses penyidikan berjalan cepat, sederhana, dan tetap memperhatikan kepentingan anak. Hal ini penting karena proses hukum yang terlalu lama dapat memberikan tekanan psikologis kepada anak. Selain itu, anak juga memiliki kebutuhan pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak boleh terabaikan. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja secara efektif dalam mengumpulkan alat bukti dan menyusun berkas perkara tanpa memperpanjang proses secara tidak perlu.

Penyidik juga harus memperhatikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat sekaligus menjadi korban dari lingkungan sosial yang buruk atau jaringan peredaran narkotika. Dalam banyak kasus, anak tidak selalu menjadi aktor utama, melainkan dapat dipengaruhi, diajak, atau dimanfaatkan oleh orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, proses penyidikan perlu diarahkan bukan hanya untuk membuktikan kesalahan anak, tetapi juga untuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain yang lebih bertanggung jawab dalam peredaran narkotika.

Dalam wawancara, Sihar M.T. Sihotang, S.H. menerangkan bahwa penyidik berupaya menggali faktor penyebab anak terlibat narkotika, seperti pergaulan, lingkungan, kurangnya pengawasan keluarga, dan ajakan teman. Faktor-faktor tersebut penting untuk dipahami karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara anak. Dengan mengetahui penyebab keterlibatan anak, proses penyidikan tidak hanya menghasilkan berkas perkara, tetapi juga memberikan gambaran mengenai latar belakang sosial anak yang dapat dipertimbangkan dalam proses selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi, penyelidikan awal, penangkapan atau pengamanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi, penyusunan BAP, pemeriksaan barang bukti, penahanan apabila memenuhi syarat, serta penyusunan berkas perkara. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada perlindungan hak anak selama menjalani proses hukum. Penyidik tetap memiliki kewenangan untuk menindak dugaan tindak pidana narkotika, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, profesional, dan ramah anak. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap berjalan, namun tidak menghilangkan prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan melalui mekanisme penyidikan yang mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, penyidik melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan anak dan saksi, penyitaan barang bukti, serta penilaian terhadap unsur pasal yang disangkakan. Namun, karena pelakunya adalah anak, seluruh tindakan penyidikan harus tetap memperhatikan pendampingan, kondisi psikologis anak, perlakuan khusus, dan kepentingan terbaik bagi anak.
C. 
Penerapan Ketentuan Hukum dalam Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Langkat
Penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat harus dipahami sebagai pelaksanaan aturan hukum yang menggabungkan beberapa rezim hukum sekaligus. Penyidik tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga harus memperhatikan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta prinsip perlindungan anak. Hal ini penting karena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berada dalam posisi khusus, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi tetap harus memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku dewasa.

Penerapan hukum dalam penyidikan perkara anak pelaku narkotika diawali dari kewajiban penyidik untuk memastikan bahwa peristiwa yang ditangani benar merupakan tindak pidana. Dalam perkara narkotika, penyidik harus membuktikan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum, adanya penguasaan atau kepemilikan narkotika, serta keterkaitan antara anak dengan barang bukti yang ditemukan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum tidak boleh hanya berhenti pada dugaan, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana.

Dalam konteks perkara di Polres Langkat, ketentuan hukum yang diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika mengacu pada Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut digunakan karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan dugaan bahwa anak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menerima narkotika jenis sabu. Namun, karena pelaku masih berstatus anak, penerapan pasal tersebut harus tetap dikaitkan dengan mekanisme khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik dalam perkara anak tidak dapat hanya melihat ketentuan pidana materiil dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi juga wajib menerapkan ketentuan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam menentukan bagaimana anak diperiksa, didampingi, ditahan, dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap anak pelaku narkotika harus menggabungkan aspek pembuktian tindak pidana dan aspek perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H. selaku penyidik Polres Langkat, dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menangani anak pelaku narkotika adalah Undang-Undang Narkotika, KUHAP, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut beliau, perkara narkotika tetap diproses karena menyangkut tindak pidana serius, tetapi cara pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara berbeda. Penyidik tetap memperhatikan usia anak, kondisi anak, serta hak anak untuk didampingi selama proses pemeriksaan.

Muhammad Hanafi, S.H. selaku penyidik pembantu juga menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap anak pelaku narkotika dilakukan dengan menyesuaikan antara pasal yang disangkakan dan status anak sebagai subjek hukum khusus. Menurut beliau, penyidik tidak hanya mengejar pembuktian unsur pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara anak tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.

Penerapan KUHAP dalam proses penyidikan tetap diperlukan karena KUHAP mengatur tata cara umum penyidikan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyusunan berkas perkara. Namun dalam perkara anak, penerapan KUHAP tidak dapat berdiri sendiri. Ketentuan KUHAP harus dibaca bersama dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tindakan penyidikan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Dalam penerapan ketentuan hukum mengenai penangkapan, penyidik harus memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, sebab anak memiliki kedudukan yang rentan secara psikologis. Oleh karena itu, meskipun penangkapan merupakan kewenangan penyidik, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak mempermalukan anak di hadapan masyarakat.

Penerapan ketentuan hukum mengenai penggeledahan dan penyitaan juga menjadi bagian penting dalam penyidikan perkara narkotika. Dalam perkara di Polres Langkat, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan, kemudian meminta persetujuan kepada Pengadilan Negeri Stabat. Langkah ini menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sehingga barang bukti yang diperoleh memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara.

Barang bukti dalam perkara narkotika memiliki fungsi yang sangat menentukan karena menjadi dasar untuk membuktikan adanya tindak pidana. Namun, barang bukti tersebut harus diperlakukan sesuai prosedur hukum, mulai dari penyitaan, pencatatan dalam berita acara, penyimpanan, hingga pengujian laboratorium apabila diperlukan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam penyidikan tidak hanya berkaitan dengan menemukan barang bukti, tetapi juga memastikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Dalam pemeriksaan anak, penyidik wajib menerapkan ketentuan mengenai hak anak untuk memperoleh pendampingan. Pendampingan dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, atau pihak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran pendamping menjadi penting karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi proses hukum secara mandiri. Oleh karena itu, penerapan hukum yang benar harus menjamin bahwa anak tidak diperiksa dalam keadaan tertekan atau tanpa perlindungan.

Berdasarkan wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H., dalam pemeriksaan anak, penyidik berupaya menghadirkan pihak keluarga atau pendamping agar anak merasa lebih aman. Menurut beliau, pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan cara yang menakutkan, karena hal itu dapat memengaruhi keterangan anak. Penyidik harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menyesuaikan pertanyaan dengan usia serta keadaan psikologis anak. Hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip pemeriksaan yang ramah anak.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi dasar penting dalam penyidikan. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan anak. Dalam perkara narkotika, penyidik tetap wajib menegakkan hukum, tetapi tindakan yang diambil tidak boleh mengabaikan aspek pembinaan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, proses penyidikan harus diarahkan untuk memperoleh kebenaran hukum sekaligus menjaga perkembangan anak agar tidak semakin terjerumus dalam lingkungan kriminal.

Selain prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penyidik juga harus menerapkan prinsip nondiskriminasi dan penghargaan terhadap martabat anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak boleh diperlakukan secara kasar atau direndahkan karena statusnya sebagai tersangka. Sebaliknya, anak tetap harus dipandang sebagai individu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dan masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Dengan demikian, penerapan hukum dalam penyidikan harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

Dalam praktik penyidikan di Polres Langkat, penerapan ketentuan hukum juga terlihat dari cara penyidik menilai peran anak dalam tindak pidana narkotika. Anak tidak langsung disamakan dengan pelaku dewasa atau jaringan narkotika, tetapi terlebih dahulu diperiksa mengenai asal barang, tujuan penggunaan, dan pihak lain yang terlibat. Hal ini penting karena anak dapat saja hanya menjadi pengguna, ikut-ikutan, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Penilaian terhadap peran anak menjadi bagian dari penerapan hukum yang proporsional.

Muhammad Hanafi, S.H. menjelaskan bahwa penyidik perlu menggali keterangan mengenai siapa yang memberikan narkotika kepada anak dan bagaimana anak dapat memperoleh barang tersebut. Menurut beliau, kendala yang sering muncul adalah anak hanya mengetahui nama panggilan atau tidak berani menyebutkan pihak lain. Keterangan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam penyidikan tidak hanya diarahkan kepada anak, tetapi juga harus membuka kemungkinan adanya pihak dewasa yang lebih bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut.

Penerapan ketentuan mengenai diversi dalam perkara anak pelaku narkotika perlu dianalisis secara cermat. Diversi pada dasarnya merupakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak apabila perkara memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Namun, dalam perkara narkotika, diversi sering menghadapi hambatan karena ancaman pidana dalam pasal narkotika umumnya cukup tinggi. Oleh karena itu, penyidik harus melihat pasal yang disangkakan, ancaman pidananya, peran anak, serta keadaan perkara sebelum menentukan dapat atau tidaknya diversi diterapkan.

Dalam perkara yang menggunakan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, penerapan diversi menjadi tidak sederhana karena pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berat. Meskipun demikian, penyidik tetap perlu mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam perlakuan terhadap anak, terutama dalam cara pemeriksaan dan penanganan selama proses hukum. Dengan demikian, sekalipun diversi tidak selalu dapat dilaksanakan, nilai perlindungan anak tetap harus diterapkan dalam seluruh tahapan penyidikan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan anak pelaku narkotika tidak selalu berarti perkara harus dihentikan atau diselesaikan di luar pengadilan. Dalam perkara tertentu yang tidak memenuhi syarat diversi, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pendekatan yang tetap memperhatikan pemulihan anak, pembinaan, dan penghindaran dari perlakuan yang merusak masa depan anak. Oleh karena itu, penyidik tetap dapat melanjutkan proses hukum, tetapi dengan cara yang tidak mengabaikan hak anak dan kebutuhan anak untuk direhabilitasi atau dibina.^79

Penyidik juga harus menerapkan ketentuan hukum mengenai penahanan anak secara ketat. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dalam perkara narkotika, penahanan sering dipertimbangkan karena ancaman pidana yang berat dan kepentingan penyidikan. Namun, penahanan terhadap anak tetap harus memperhatikan batas waktu, pemisahan dari tahanan dewasa, serta pemenuhan hak-hak anak selama menjalani masa penahanan.

Dalam wawancara, Sihar M.T. Sihotang, S.H. menerangkan bahwa penahanan terhadap anak tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum dan kebutuhan penyidikan. Menurut beliau, apabila penyidik menilai terdapat bukti yang cukup dan alasan hukum untuk menahan, maka penahanan dilakukan dengan tetap memperhatikan status anak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum mengenai penahanan harus diseimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak.

Penerapan ketentuan hukum juga terlihat dalam penyusunan berkas perkara. Penyidik harus menyusun berkas berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan anak, surat, petunjuk, dan barang bukti. Dalam perkara narkotika, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti juga dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian. Berkas perkara harus menggambarkan secara jelas perbuatan anak, peran anak, barang bukti, serta ketentuan hukum yang dilanggar agar jaksa penuntut umum dapat menilai kelengkapan perkara.

Dalam penyusunan BAP, penyidik wajib memastikan bahwa keterangan anak dicatat sesuai dengan apa yang disampaikan anak. BAP tidak boleh dibuat berdasarkan tekanan atau arahan yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, cara bertanya, suasana pemeriksaan, dan kehadiran pendamping menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan keterangan anak. Jika BAP dibuat dengan prosedur yang benar, maka hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian yang sah dalam proses hukum berikutnya.

Penerapan hukum dalam penyidikan juga harus memperhatikan keterkaitan antara Undang-Undang Narkotika dan kebijakan rehabilitasi. Apabila dari hasil penyidikan anak lebih tepat dipandang sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, maka aspek rehabilitasi harus menjadi pertimbangan penting. Namun apabila anak terbukti memiliki peran dalam penguasaan atau peredaran narkotika, maka proses pidana tetap dapat berjalan dengan memperhatikan mekanisme khusus anak. Dengan demikian, penerapan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif.

Muhammad Hanafi, S.H. menjelaskan bahwa penyidik dalam perkara narkotika tidak hanya melihat pengakuan anak, tetapi juga mencocokkannya dengan barang bukti, keterangan saksi, serta fakta lain yang ditemukan dalam penyidikan. Menurut beliau, hal ini dilakukan agar penerapan pasal tidak keliru dan anak tidak dibebani pertanggungjawaban melebihi perannya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum yang baik harus didasarkan pada kehati-hatian dalam menilai alat bukti.

Penerapan ketentuan hukum terhadap anak pelaku narkotika di Polres Langkat juga menunjukkan adanya hubungan antara hukum pidana dan perlindungan sosial. Anak yang terlibat narkotika sering kali berasal dari lingkungan yang rawan, pergaulan yang tidak sehat, atau kurang pengawasan keluarga. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak cukup hanya dengan memproses anak secara pidana, tetapi juga perlu mendorong adanya pembinaan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang lebih menekankan pembinaan daripada pembalasan.

Kendala dalam penerapan ketentuan hukum pada penyidikan anak pelaku narkotika terletak pada sulitnya menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Di satu sisi, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang merusak masyarakat. Namun di sisi lain, anak sebagai pelaku harus tetap diperlakukan secara khusus. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menerapkan hukum secara proporsional agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara di Polres Langkat, penerapan ketentuan hukum dapat dilihat dari beberapa tindakan penyidikan, yaitu penggunaan pasal dalam Undang-Undang Narkotika, pelaksanaan penyitaan barang bukti melalui persetujuan pengadilan, pemeriksaan anak dengan memperhatikan pendampingan, serta penilaian terhadap peran anak dalam perkara. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya berjalan berdasarkan kewenangan kepolisian, tetapi juga berdasarkan prosedur hukum yang harus dipenuhi agar hasil penyidikan sah secara hukum.

Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat pada dasarnya telah diarahkan pada dua kepentingan utama. Pertama, kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika melalui pengumpulan alat bukti dan penerapan pasal yang relevan. Kedua, kepentingan perlindungan anak melalui pemeriksaan yang lebih hati-hati, pendampingan, dan pertimbangan terhadap kondisi anak. Kedua kepentingan tersebut harus berjalan seimbang agar proses penyidikan menghasilkan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan dengan mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum tersebut terlihat dalam tindakan penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pendampingan, penahanan, penyusunan BAP, serta analisis terhadap pasal yang disangkakan. Namun, karena pelakunya adalah anak, seluruh proses penyidikan harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan.
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia bersifat khusus karena anak tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku dewasa. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana narkotika, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Namun, pertanggungjawaban tersebut harus tetap memperhatikan usia anak, tingkat kesalahan, peran anak dalam perkara, kondisi psikologis, serta prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga membina, melindungi, dan mencegah anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. 

2. Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan melalui tahapan penerimaan informasi, penyelidikan awal, penangkapan atau pengamanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, pemeriksaan barang bukti, penahanan apabila memenuhi syarat, serta penyusunan berkas perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, proses penyidikan terhadap anak dilakukan secara lebih hati-hati dibandingkan dengan pelaku dewasa, terutama dengan memperhatikan usia anak, kehadiran orang tua atau pendamping, kondisi psikologis anak, serta hak-hak anak selama pemeriksaan. Oleh karena itu, penyidikan di Polres Langkat tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana narkotika, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

3. Penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan dengan mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut diterapkan dalam tindakan penyidikan seperti penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pendampingan, penahanan, dan penerapan pasal yang disangkakan. Dalam praktiknya, penyidik tetap menerapkan hukum terhadap tindak pidana narkotika, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan status anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, penerapan hukum di Polres Langkat berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum terhadap narkotika dan perlindungan hak anak. 
B. Saran

1. Penyidik diharapkan lebih mengutamakan pendekatan yang ramah anak dalam setiap proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap anak sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menekan, tidak mengintimidasi, serta tetap menghadirkan orang tua/wali, penasihat hukum, atau pembimbing kemasyarakatan agar hak-hak anak selama proses hukum tetap terlindungi. 

2. Penyidik diharapkan lebih cermat dalam membedakan peran anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, anak dapat berposisi sebagai pengguna, korban penyalahgunaan, pihak yang ikut-ikutan karena pengaruh teman, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang dewasa dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali secara mendalam asal-usul narkotika, tujuan penggunaan, pihak yang memberi, serta keterlibatan pihak lain agar penerapan pasal terhadap anak tidak keliru dan tetap proporsional sesuai dengan peran anak dalam perkara tersebut. 

3. Penyidik diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, keluarga, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, maupun instansi rehabilitasi sangat diperlukan agar penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan anak. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap berjalan, namun tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Judul Penelitian:
Pertanggungjawaban Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)
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Ardiansyah Hilahitu Syahputra Sirait

Identitas Narasumber Wawancara:
Narasumber 1
Nama: Sihar M.T. Sihotang, S.H.
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Nama: Muhammad Hanafi, S.H.
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25 Mei 2026

Lokasi Wawancara:
Polres Langkat

A. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 1
Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
1. Bagaimana penyidik menentukan posisi dan pertanggungjawaban hukum anak yang terlibat dalam perkara narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Anak yang terlibat dalam perkara narkotika pada umumnya tidak selalu dapat langsung diposisikan sebagai pelaku utama. Penyidik harus melihat terlebih dahulu apakah anak tersebut hanya menggunakan, menyimpan, atau memang memiliki hubungan dengan peredaran narkotika. Hal ini penting karena dalam praktiknya anak sering kali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, ajakan teman, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang dewasa. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak harus dibangun berdasarkan fakta penyidikan yang objektif.

2. Apa saja hal yang diperiksa penyidik selain barang bukti untuk menentukan pertanggungjawaban hukum anak?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Dalam perkara narkotika, penyidik tidak hanya melihat barang bukti, tetapi juga memeriksa bagaimana narkotika tersebut diperoleh, untuk apa digunakan, siapa yang memberi, serta apakah ada pihak lain yang memengaruhi anak. Pertanggungjawaban hukum anak tidak boleh hanya didasarkan pada penguasaan fisik terhadap narkotika, tetapi juga harus dianalisis dari hubungan anak dengan barang bukti dan niat atau maksud dari perbuatannya.

3. Apakah penyidik tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dalam menangani perkara narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Penyidik tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dalam menangani perkara narkotika yang melibatkan anak. Meskipun perkara narkotika merupakan perkara serius, anak tetap harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak, menghadirkan pihak yang diperlukan, dan menghindari tekanan yang dapat memengaruhi keterangan anak. Pertanggungjawaban hukum anak tetap berjalan dalam kerangka perlindungan hukum.

4. Bagaimana penyidik menilai pengaruh lingkungan atau orang dewasa terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Anak yang terlibat narkotika biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan sering berkaitan dengan lingkungan pergaulan atau pengaruh orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali keterangan secara mendalam mengenai asal narkotika, siapa yang mengajak, dan apakah anak memahami konsekuensi perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak harus dikonstruksikan secara proporsional agar anak tidak menanggung beban hukum yang sebenarnya lebih tepat diarahkan kepada pelaku dewasa yang memengaruhi atau memanfaatkan anak.

5. Apa saja faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Langkat?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Langkat antara lain pergaulan bebas, kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan yang rawan narkotika, serta rasa ingin tahu anak. Keterlibatan anak dalam narkotika tidak selalu muncul dari kehendak kriminal yang kuat, tetapi sering dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum anak harus disertai upaya pencegahan dan pembinaan.

6. Bagaimana tingkat pemahaman anak terhadap akibat hukum perbuatannya dipertimbangkan dalam penanganan perkara?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Anak yang terlibat narkotika sering kali belum memahami sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Sebagian anak hanya ikut-ikutan menggunakan narkotika karena ajakan teman atau lingkungan. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak harus mempertimbangkan tingkat pemahaman anak terhadap perbuatannya. Dengan demikian, pendekatan hukum yang digunakan tidak boleh hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada edukasi hukum bagi anak.

B. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 2
Bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat?
7. Bagaimana tahapan awal yang dilakukan penyidik setelah menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Tahapan awal yang dilakukan ketika menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika adalah melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Penyidik tidak langsung menetapkan seseorang sebagai pelaku, tetapi terlebih dahulu melihat keadaan di lapangan, memastikan keberadaan barang bukti, serta menilai apakah terdapat peristiwa pidana yang dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Proses penyidikan diawali dengan kehati-hatian dalam menilai fakta awal.

8. Apa tindakan khusus yang harus dilakukan penyidik sejak awal apabila pihak yang diamankan ternyata masih berstatus anak?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Dalam perkara anak, penyidik harus lebih cermat sejak tahap awal karena pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Apabila yang diamankan adalah anak, penyidik perlu segera memastikan identitas dan usia anak, menghubungi pihak keluarga, serta menyiapkan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Sejak awal proses hukum, status anak menjadi pertimbangan penting dalam tindakan penyidikan.

9. Bagaimana bentuk perlakuan khusus dalam pemeriksaan anak pada perkara narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Pemeriksaan terhadap anak dalam perkara narkotika dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak. Penyidik berusaha menciptakan suasana pemeriksaan yang tidak menakutkan agar anak dapat memberikan keterangan secara terbuka. Anak belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa, sehingga cara bertanya dan cara menggali keterangan harus disesuaikan dengan kondisi anak. Hal ini menjadi bentuk perlakuan khusus dalam proses penyidikan.

10. Siapa saja pihak yang diupayakan hadir untuk mendampingi anak selama pemeriksaan?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Dalam pemeriksaan anak, penyidik berupaya menghadirkan pihak keluarga atau orang tua anak. Selain itu, penyidik juga memperhatikan keterlibatan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penasihat hukum atau pembimbing kemasyarakatan. Pendampingan penting karena anak sering kali merasa takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pendampingan dapat membantu anak lebih tenang dan mencegah terjadinya tekanan dalam pemeriksaan.

11. Bagaimana penyidik membuktikan peran anak dan hubungannya dengan barang bukti narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Penyidik tidak boleh hanya melihat keberadaan barang bukti, tetapi juga harus melihat peran anak dalam perkara tersebut. Apabila anak mengaku barang tersebut miliknya atau digunakan bersama, penyidik tetap harus menggali keterangan mengenai siapa yang memperoleh, dari mana barang itu berasal, dan apakah ada pihak lain yang lebih dominan. Proses penyidikan tidak hanya bertujuan membuktikan adanya barang bukti, tetapi juga membuktikan peran anak secara lebih terang.

12. Apa kendala penyidik dalam mengembangkan perkara kepada jaringan atau pihak yang memberikan narkotika kepada anak?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Kendala dalam penyidikan terhadap anak dalam perkara narkotika sering muncul pada saat menggali keterangan mengenai jaringan atau pihak yang memberikan narkotika kepada anak. Anak sering kali tidak mengetahui identitas lengkap orang yang memberikan narkotika, hanya mengenal nama panggilan, atau merasa takut menyebutkan pihak lain. Kondisi ini menjadi tantangan bagi penyidik dalam mengembangkan perkara, terutama untuk mengungkap pihak dewasa yang mungkin memanfaatkan anak.

13. Mengapa penyidik perlu menggali faktor penyebab dan latar belakang sosial keterlibatan anak dalam narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Penyidik berupaya menggali faktor penyebab anak terlibat narkotika, seperti pergaulan, lingkungan, kurangnya pengawasan keluarga, dan ajakan teman. Faktor-faktor tersebut penting untuk dipahami karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara anak. Dengan mengetahui penyebab keterlibatan anak, proses penyidikan tidak hanya menghasilkan berkas perkara, tetapi juga memberikan gambaran mengenai latar belakang sosial anak yang dapat dipertimbangkan dalam proses selanjutnya.

C. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 3
Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat?
14. Ketentuan hukum apa saja yang menjadi dasar penyidik dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menangani anak pelaku narkotika adalah Undang-Undang Narkotika, KUHAP, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara narkotika tetap diproses karena menyangkut tindak pidana serius, tetapi cara pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara berbeda. Penyidik tetap memperhatikan usia anak, kondisi anak, serta hak anak untuk didampingi selama proses pemeriksaan.

15. Bagaimana penyidik menyesuaikan penerapan pasal pidana dengan status anak sebagai subjek hukum khusus?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Penerapan hukum terhadap anak pelaku narkotika dilakukan dengan menyesuaikan antara pasal yang disangkakan dan status anak sebagai subjek hukum khusus. Penyidik tidak hanya mengejar pembuktian unsur pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan terhadap anak. Penerapan hukum dalam perkara anak tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.

16. Bagaimana prinsip pemeriksaan yang ramah anak diterapkan selama proses penyidikan?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Dalam pemeriksaan anak, penyidik berupaya menghadirkan pihak keluarga atau pendamping agar anak merasa lebih aman. Pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan cara yang menakutkan karena hal itu dapat memengaruhi keterangan anak. Penyidik harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menyesuaikan pertanyaan dengan usia serta keadaan psikologis anak. Hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip pemeriksaan yang ramah anak.

17. Bagaimana penyidik membuka kemungkinan adanya pihak dewasa yang lebih bertanggung jawab dalam perkara narkotika yang melibatkan anak?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Penyidik perlu menggali keterangan mengenai siapa yang memberikan narkotika kepada anak dan bagaimana anak dapat memperoleh barang tersebut. Kendala yang sering muncul adalah anak hanya mengetahui nama panggilan atau tidak berani menyebutkan pihak lain. Penerapan hukum dalam penyidikan tidak hanya diarahkan kepada anak, tetapi juga harus membuka kemungkinan adanya pihak dewasa yang lebih bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut.

18. Bagaimana ketentuan mengenai penahanan diterapkan terhadap anak dalam perkara narkotika?

Jawaban (Sihar M.T. Sihotang, S.H.): Penahanan terhadap anak tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum dan kebutuhan penyidikan. Apabila penyidik menilai terdapat bukti yang cukup dan alasan hukum untuk menahan, maka penahanan dilakukan dengan tetap memperhatikan status anak. Penerapan ketentuan hukum mengenai penahanan harus diseimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak.

19. Bagaimana penyidik memastikan bahwa penerapan pasal terhadap anak didasarkan pada alat bukti yang objektif?

Jawaban (Muhammad Hanafi, S.H.): Penyidik dalam perkara narkotika tidak hanya melihat pengakuan anak, tetapi juga mencocokkannya dengan barang bukti, keterangan saksi, serta fakta lain yang ditemukan dalam penyidikan. Hal ini dilakukan agar penerapan pasal tidak keliru dan anak tidak dibebani pertanggungjawaban melebihi perannya. Penerapan hukum yang baik harus didasarkan pada kehati-hatian dalam menilai alat bukti.

Catatan: Draf ini disusun ulang berdasarkan 19 paragraf pembahasan yang secara eksplisit menggunakan sumber wawancara dengan kedua narasumber dalam skripsi. Pertanyaan direkonstruksi agar sesuai dengan substansi jawaban yang tertulis dan tidak menambahkan jawaban baru di luar naskah skripsi.
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ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu
tindak pidana serius yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak
sebagai pelaku. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan
persoalan hukum yang kompleks karena anak tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, namun pada saat yang sama harus memperoleh
perlindungan khusus sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak. Oleh
karena itu, proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika harus dilakukan secara hati-hati agar penegakan hukum tetap berjalan
tanpa mengabaikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika
dalam sistem hukum pidana di Indonesia, proses penyidikan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat, serta penerapan ketentuan
hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika di Polres Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan penyidik
pembantu Polres Langkat, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak
pidana narkotika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti
memenuhi unsur tindak pidana, namun pertanggungjawaban tersebut harus
memperhatikan usia, peran, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, dan prinsip
perlindungan anak.

Proses penyidikan di Polres Langkat dilakukan melalui tahapan
penerimaan informasi, penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti,
pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi, penyusunan berita acara pemeriksaan,
penahanan apabila memenuhi syarat, dan penyusunan berkas perkara. Penerapan
ketentuan hukum dalam proses penyidikan dilakukan dengan mengacu pada
KUHAP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, sehingga penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian
tindak pidana, tetapi juga memperhatikan pendampingan, perlakuan khusus, serta
kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: pertanggungjawaban hukum, penyidikan, anak, tindak pidana
narkotika
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ABSTRACT

lllicit drug abuse and trafficking represent severe criminal acts that
increasingly involve minors as perpetrators rather than mere victims. The
involvement of juveniles in drug offenses creates a complex legal dilemma: while
minors remain subject to criminal liability, they are simultaneously entitled to
special protection under the principles of juvenile justice. Consequently, pre-trial
criminal investigations involving juvenile narcotics offenders must carefully
balance rigorous law enforcement with the child’s fundamental rights and best
interests.

This study analyzes the framework of legal liability for children in conflict
with the law (CCL) accused of drug offenses under Indonesian criminal law,
evaluates the investigative procedures executed by the Langkat Regional Police
Department, and examines the application of statutory norms during these
investigations. Utilizing an empirical legal research design combining statutory
and conceptual approaches.

Primary data were obtained via qualitative interviews with investigators
and assistant investigators at the Langkat Regional Police Department,
complemented by secondary analysis of primary, secondary, and tertiary legal
materials. The findings demonstrate that juvenile offenders bear criminal
responsibility provided all statutory elements are fulfilled; however, liability must
be calibrated against age, degree of participation, culpability, psychological
maturity, and child protection principles.

The investigative procedure at the Langkat Regional Police Department
encompasses information gathering, initial inquiry, arrest, evidence seizure,
interrogation of the juvenile, witness examination, drafting of examination
records (berita acara pemeriksaan), conditional detention, and case file
compilation. Statutorily, investigators integrate the Criminal Procedure Code
(KUHAP), the Narcotics Law, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal
Justice System (SPPA), ensuring that investigative practices prioritize procedural
safeguards, mandatory legal assistance, special handling, and the best interests of
longside evidentiary goals.

/= Keywords: Legal Liability; Criminal Investigation; Child in Conflict with the Law
%)) (CCL); Narcotics Offenses; Juvenile Criminal Justice System (SPPA);
\ " || Langkat Police Department
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